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PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEARAH
KOTA SIBOLGA (

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ‘

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ayat (1) pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa pembagian urusan
Pemerintah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan
efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara
tingkatan dari/atau susunan pemerintahan, . maka pérlu
melakukan penataan dan penyesuaian kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah; ' ’

b. bahwa ‘berdasarkan peningkatan pehyelenggaraan koordinasi,
singkronisasi, simplikasi dan hubungan  komunikasi
kelembagaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan perubahan,
penata;an dan penyesuaian Kelembagaan Orgahisasi Sekretaﬂat
Daeral‘:i Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah

F Kota q'ibolga K

c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
ditegaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah, maka perlu malakukan penyesuaian
dengan merubah Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat




Mengingat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sibolga;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b, dan ¢ diatas dipandang perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah
Kota dan Seckretariat Dewan Perwakilan Rak);at Daerah Kota
Sibolga;

. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam ngkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahvn 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 teritang Perubshan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pok'ok-pf‘ko'k
Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indone" "“".h' m 1009 -
Nomor 169, Tambahan Lembaran Ncgam Rep"m Tf"’om*sm
Nomor 3890) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo:iesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang”Pemeﬁkszian

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Négara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lemhpran Negara: Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negata Republik Indonesxa Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk !cedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerc™ (Lerbaron
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMomor 124, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 8) ;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Keglaian lnstansi Verial di Daerall ((Luidlvaliai Leiiibuciia
Negara Repubhk Indonesm Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

i;"’_",!'}’ Ii’\T\ , Y h T'\n’\r\ QTTAV\‘\ ””'7”\

1’mxr

:Peraturan Pemenntah, Nomor 100 Tahun 2000 tentang
" Pengangkadtan Pegawai Negeri Siﬁil (Lembarain Negara Republik

Tndonesia Tahon 7000 Mamor 47, Tambahan Lembaran Nemm
Republik Indonesia Nomor 4018); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4095) ; ' _
Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelengaraan Tugas Pembantuan (Lembarah Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran I‘.eg'u"l
Republik Indonesia Nomor 4106) ;

Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2001 ‘tcptaﬁg Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lerabaran Negara
Repilblik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100) ;

Perz;’turan Pemerintah Nomior 9 Tahun 2003 te:tong: Wewsnang
Pen:gangkatan, ?emindahari, dan Pemb.e,rhentia:i Pégax:ilf:i Negeri
Sipf]_ (Lembarar; Negara R@publik'lndonesia,Tahun 2603 Nomor
15, ;Tambahan ‘Lembaran "‘_:Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan' Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan aﬁté;a Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007-Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

18. Peratﬁran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
bekonsentreisi dan Tﬁgas Pembantuan (Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Négara RepuBlik Indonesia Nomor 481 6);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga
{(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
'WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10- TAHUN 202 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RA¥ VAT
DAERAH KOTA SIBOLGA.




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor
10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10)
diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (4) Bagian Pertama Pasal 5
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
ORGANISASI -
: Bagian Pertama
Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Daerah Kota, terdiri dari :
a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
1. Bagian Pemecrintahan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokcler.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan;
2. Bagian Pengendalian Pembangunan;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum dan Perlengkapan ;
2, Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
3, Bagian Kfeuangan dafl Kepegawaian.

@) Masing-masmg Baglan pada ayat (1) huruf ¢, terdiri dari :
a. qulan Pcmerintahan terdm dari: .
1, Sub Bagum Pemermtahan Umum ;

2. Sub Bagian Pertanahan Kerjasama dan Perbatasan;

3. Sub Bagian Pembinaan Pemermtahan Kecamatan dan
Kelurahan. :

b. Bagian Hukum, terdiri dari :
1. Sub Bagian Peraturan dan Perundang-Undangan
2. Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum ; ,
3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.




c¢. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari :
1. Sub Bagian Protokoler ;
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan ;
3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

(4) Masing-masing Bagian pada ayat (1) hurufc, terdixi dari

a. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
1. SubBagian Umum dan Rumah Tangga;

r 2. Sub Bagian Perlengkapan, Perawatan dan Pemeliharaan;

3. Sub Bagian Per;gadaan. '

b. Bagian brganisasi dan Tatalaksana, terdiri deri :
1. Sub Bagian Kelembagaan; '
2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
3. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.

c. Bagian Keuangan dan Kepegawaian, terdiri dari :
1. Sub Bagian Anggaran Sckretariat;
2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat;
3. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada téngga] ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Sibolga. : _

Ditetwkan di &:2lzz
pada tenggal Nt ea - 2012

i
] .
M. SYARFI HUTAURUK ..

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
YT EMR
ARAN DAEFRAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...



'y

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
P 1 Tahun 2019
‘¥ fegruAR 20f2

S1KRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

STRUKTUR ORGANISASI WALIKOTA NOMOR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SIBOLGA : :
WAKIL WALIKOTA TANGGAL
. STAF AHLI
BID, PEMERINTAHAN, HUKUM,
POLITIK, KEMASYARAKATAN
DAN SDM
STAF AHLI
BID. PEMBANGUNAN, SEKRETARIS
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH KOTA
ASISTEN ASISTEN
- ASISTEN ADMINISTRASI ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN DAN UMUM
- e PEMBANGUNAN
1
l ]
‘ BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
MR AHAN i HUMASYDAN | | PEREKONOMIAN | | PENGENDALIAN iy UMUM DAN ORGANISASIDAN| | kEvANGANDAN
. ] PROTOKOLER KeTALAN PEMBANGUNAN PERLENGKAPAN TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN
SUBEAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
SUBBAG SUBBAG SARANA SUBBAG SUBBAG
PERATURAN DAN PEROAAIAN, PEMBINAAN
PEMERINTAHAN || |PERATURANDANY |} oo oroorer | hecmmaimoans | o SUBBAG. | 1 howaTBerAGAMAI—{ | UMUMDAN |t | KELEMBAGAAN [— | ANGOARAN
UMUM UNDANGAN " -~ o s -1 | PENGEMBANGANSDA DAN URUSAN HAJY | | RUMAH TANGGA
- - SUBEAG
SUBBAG SUBBAS SUBBAG SUBBAG SUBBAG : SUBBAG SUBBAG SUBBAG
PERTANANAN, | oot [ |poxumentast pant— PENGEMBANGAN 1| PELAPGRANDAN | esmirnanb— | percENGKAPAN, ] |keTaTaLaksanasnt—| PERCEADAHARAN |
N . M b PERAWATAN DAN
PERBATASAN 1TUKUM - PEMBERITAAN BUMD BVALUASL RAKYAT PO AR AN SEKRETARIAT
SUBBAG 1 1 SUBBAG
_SURBAG . SUBBAG - . SUBBAG
PEMEVAAN : SUBBAG | . SUBBAG SUBBAG S ANALISA DAN
e | panTuaN kUMl | sanptpan  |—d | KETAHANAN' L 1| peoGram | | PENDIDIKAN DAN P FORMAS]  — [KEPEGAWAIAN|—
KECAMATAN DAN DANIAM TELEKOMUNIKASI PANGAN . KESEHATAN * JABATAN-

MOCHAMAD SUGEXG
LEMBARAN DAEARAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012

A —

M. SYARFI HUTAURUK




